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BAB
PENDAHULUAN

A. Pengantar Pendidikan Kewarganegaran

Setiap makhluk hidup, termasuk manusia, sejak awal
sejarahnya telah menunjukkan secara menyakinkan adanya
kesadaran ruang (space counciousness), apakah itu ruang sebagai
tempat hidup keluarganya ataupun ruang sebagai tempat
mencari makan dan perburuan.! Kesadaran tersebut selalu
terkait langsung atau tidak langsung pada kepentingan
keamanan bagi diri, keluarga serta dari gangguan rongrongan
pihak lain. Juga terlihat dengan jelas pada kelompok binatang
yang selalu berkumpul dengan anggota keluarga yang tergolong
kuat wuntuk menjaga wilayah perburuannya. 2 Dalam
perkembangan  selanjutnya ketika kelompok manusia
memasyarakat menjadi clan, suku, bangsa maka kesadaran
ruang meningkat menjadi hubungan emosional antara ruang
hidup tersebut dengan suku, clan atau bangsa yang mendiami
ruang tersebut. Kemudian, masyarakat bangsa menegara maka
kesadaran ruang mewujud menjadi kesadaran akan kedaulatan,

1 Perwujudan tersebut melukiskan sifat khas manusia sebagai
mahluk ciptaan Tuhan yang mempunyai, cipta, rasa, dan karsa. Soerjono
Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Cet-4, Universitas Indonesia, 1975,
Jakarta, him 156.

2 Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Cet-6, Dian
Rakyat, 1985, Yoyjakarta, hIm 1.



BAB
IDEOLOGI

PANCASILA

A. Persepsi Ideologi

Dilihat dari sudut etimologi, istilah ideologi terdiri dari
dua buah kata, yaitu idea dan logos (bahasa Yunani).?¢ Idea
berarti pikiran dan logis berarti ilmu. Ideologi dalam hal ini
berarti suatu gagasan berdasarkan ide tertentu.l” Apabila ada
suatu gagasan yang menjadi pedoman bagi suatu tindakan
tertentu, hal itu disebut ideologi. Jadi, suatu gagasan yang
merupakan suatu pedoman aksi biasanya disebut ideologi.
Ideologi telah menjadi suatu rangkuman gagasan. Pada
umumnya ideologi erat kaitannya dengan politik sehingga
sering di dengar adanya ideologi politik. Erat hubungannya
dengan ideologi politik adalah ideologi nasional dan ideologi
bangsa.

Sekarang kata ideologi mempunyai arti yang kompleks,
sejak Napoleon Bonaparte ideologi mempunyai arti yang
peyoratif (buruk). Karl Marx ¥ mempunyai suatu pengaruh
besar pada perkembangan ideologi. Menurut Karl Marx bersama
dengan agama, moral ideologi itu adalah supra struktur

16 A.Gunawan Setiardja, Dialektika Hukum dan Moral Dalam
Pembangunan Masyarakat Indonesia, Pustaka Filsafat, 2001, Jakarta, 123.

17 Darji Darmodiharjo, Pancasila Dalam Berbagai Persepektif, Aries
Lima, 1983, Jakarta, hlm 47.

18 Filsafat Karl Marx di negara-negara komunis secara resmi menjadi
ideologi negara, di mana hukum berlandaskan ideologi Marxis,
A.Gunawan Setiardja, Op.Cit, hlm 44.
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BAB STRATEGI
NASIONAL
INDONESIA

A. Pemikiran Strategi Nasional Indonesia

Idea atau ide dasar adalah awal mula satu tatanan
pemikiran yang pada ujung paling akhirnya berupa tindakan
nyata. Dalam masyarakat yang menegara atas dasar komitmen
para pendiri negara Indonesia, ide yang dijadikan acuan
bersama adalah terbentuknya masyarakat yang berasaskan
kekeluargaan dengan atribut tata laku sebagaimana berlaku
pada umumnya diantara masyarakat timur. % Paternalistik,
gotong royong, mendahulukan kepentingan bersama, adalah
diantara atribut lainnya yang menjadi ciri khas masyarakat
Indonesia.

Apabila selanjutnya ide dasar harus dijadikan acuan
masyarakat bangsa dalam bertatalakuan, maka dapat dikatakan
bahwa Indonesia telah berubah dari satu ide menjadi pandangan
hidup yang operasional; dan apabila pandangan hidup tadi
diberikan kerangka ilmiah dan dikodifikasikan secara jelas maka
terbentuklah satu falsafah bangsa.?” Kemudian dari itu, apabila

% Asas kekuluargaan di Indonesia pada dasarnya diambil dari
sejarah kenegaran Indonesia yakni dari Desa atau nama lain yang
digunakan, yakni mencari solusi atas permasalahan bersama dengan cara
musyawarah untuk mufakat. Dalam musyawarah untuk mufakat sendiri
yang diambil adalah ide yang mempunyai pemikiran logis yang dapat
diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari.

97 Lihat Oetojo, Oesman dan Alfian, Op.Cit.
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BAB IDENTITAS

NASIONAL
INDONESIA

Situasi dan kondisi masyarakat Indonesia di menghadapkan
pada keprihatinan dan sekaligus juga mengundang manusia
Indonesia untuk ikut bertanggung jawab Indonesia yang retak
bukan sebagai ukiran melainkan membelah dan meretas jahitan
busana tanah air, tercabik-cabik dalam kerusakan yang
menghilangkan keindahannya. 13 Untaian kata-kata dalam
pengantar  sebagaimana  tersebut merupakan  tamsilan
bahwasannya Bangsa Indonesia yang dahulu dikenal sebagai het
zachste volk ter aarde dalam pergaulan antar bangsa, kini sedang
mengalami tidak saja krisis identitas melainkan juga krisis dalam
berbagai dimensi kehidupan yang melahirkan instabilitas
berkepanjangan semenjak reformasi digulirkan pada tahun 1998.140

Krisis moneter, krisis ekonomi, dan politik yang tertanam
dalam krisis moral dan menjalar ke dalam krisis budaya,
menjadikan masyarkat kehilangan orientasi nilai, hancur dan kasar,
gersang dalam kemiskinan budaya dan kekeringan spritual. 41

139 Siswomihardjo Koento Wibisono, 2005, Identitas Nasional
Aktualisasi  Pengembangnnya Melalui  Revitalisasi  Pancasila,__Makalah
disampaikan pada Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan
yang diselenggarakan oleh Depdiknas Dirjen Dikti di Jakarta pada tanggal
12-23 Desember 2005

140 Pada Tahun 1998 refoemasi bangsa Indonesia ditandai dengan
jatuhnya rezim Soeharto pada Mei 1998.

141 Bandingkan dengan Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu
Antropologi, Aksara Baru, 1986, Jakarta, him 115.
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BAB

A.

PELEMBAGAAN
DEMOKRASI
INDONESIA

Pelembagaan Demokrasi Politik

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (role)
yang sangat signifikan dalam sistem demokrasi. Partai
memainkan peran sebagai penghubung yang sangat strategis
antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara.
Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang
sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh
Schattscheider (1942), Political parties created democracy. 17°

Oleh karena, partai politik merupakan pilar yang sangat
penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (the degree of
institutionalization) dalam setiap sistem politik yang demokratis.
Bahkan, oleh Schattscheider dikatakan pula, Modern democracy is
unthinkable save in terms of the parties. Namun demikian, banyak
juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai
politik. Yang paling serius di antaranya menyatakan bahwa
partai politik sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik
bagi sekelompok elite yang berkuasa atau berniat memuaskan
nafsu birahi kekuasaannya sendiri. Partai politik hanya lah
berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan
beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang
mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-
kebijakan publik tertentu ‘at the expense of the general will’

175 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca

Reformasi, Bhuana Ilmu Populer, 2007, Jakarta, hlm 710.
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BAB
HAK ASASI MANUSIA

DAN HAK WARGA
NEGARA INDONESIA

A. Hak Asasi Manusia

Secara harfiah, hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang
dimiliki oleh seseorang tak lain karena sebagai
manusia. 2% gagasan yang sederhana ini ternyata memiliki
konsekuensi sosial dan politik yang cukup besar, sehingga untuk
dapat memahami hak asasi manusia maka harus mempelajari
keadaan sosial masyarakat dan perpolitikan yang ada agar
dengan mudah dapat memahami tentang hak asasi manusia
tersebut. Sebab tidak sedikit yang bicara hak asasi manusia tanpa
mempunyai dasar yang menjadi pegangan dalam bicara hak
asasi manusia kemudian yang terjadi adalah rasa emosional
yang dipakai.

Hak asasi manusia, karena kesadarannya semata-mata
akan keberadaan manusia, bersifat universal, sederajat, dan
tidak bisa dicabut. Yang dimiliki oleh setiap manusia secara
universal. Setiap orang mempunyai hak asasi sebagai manusia,
kalau tidak mempunyai maka akan diragukan keberadaanya
sebagai manusia. Selama seseorang masih hidup, ia mempunyai
hak asasi tak peduli tak manusiawinya perlakuaan yang
mungkin dideritanya. Orang berhak atas hak asasi manusia dan
diberdayakan oleh hak-hak ini.

204 Jurnal Hak Asasi Manusia, Apakah Hak Asasi Manusia itu oleh
jock Lonnelly, hlm 1,Depatemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2006.
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BAB

ASAS-ASAS
KEWARGANEGARAAN

A. Warga Negara dan Kewarganegaraan

1. Peristilahan

Warga negara adalah anggota negara. Demikian secara
singkat pengertian umum tentang warga negara, seorang
warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap
negaranya. Hal inilah yang membedakan warga negara
dengan orang asing. Istilah warganegara merupakan
terjemahan dari bahasa Belanda staataburger. Sedangakan
untuk istilah Inggris adalah citizen, dan istilah Prancis adalah
citoyen.??¢Istilah dalam bahasa Inggris dan Prancis sangat
menarik, karena arti secara harfiah dari keduanya adalah
warga kota. Ini tentu tidak terlepas dari pengaruh konsep
polis pada masa Yunani Purba. Tidak mengherankan,
mengingat bahwa konsep negara modern atau negara
kebangsaan yang dipelopori oleh Amerika dan
Prancis(XVIII) mengacu pada konsep polis Yunani Purba.
Polis mempunyai warga yang disebut sebagai warga polis
atau warga kota/citizen/citoyen. Istilah ini kemudian
disempurnakan dalam bahasa Belanda dan Jerman menjadi
staatburger/warga negara.

226 Koerniatmanto soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan

Keimigrasian Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1994, him 3.
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BAB KEWARGANEGARAAN
INDONESIA MENURUT

UNDANG - UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2006

A. Pemikiran Perubahan

Dengan  adanya  pelaksanaan  sistem  hukum
kewarganegaraan yang baru menurut Undang-Undang
Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 24 oleh
Pemerintah Indonesia sudah cukup baik, dimana masyarakat
dapat memperoleh pelayanan masalah kewarganegaraan
dengan cepat.

Diadakannya perjanjian antara Republik Indonesia dan
RRC mengenai soal dwi-kewarganegaraan perlu disetujui
dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 1958 24° ditetapkan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959 tentang
melaksanakan perjanjian mengenai soal dwi-kewarganegaraan
yang ditetapkan pada tanggal 26 Mei 1959 dan diundangkan
pada tanggal 1 Juni 1959. Dalam perjanjian antara Pedanjian
Republik Indonesia dan RRC mengenai soal kewarganegaraan
dibagi menjadi dua vyaitu menyelesaikan masalah dwi-
kewarganegaraan yang sekarang ada dan mencegah timbulnya
dwi-kewarganegaraan di masa datang. Untuk mencegah

248 Sebagaimana menggantikan undang-undang kewarganegaraan
sebelumnya, jadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006,
secara otomatis menggantikan undang-undang sebelumnya.

249 Di muat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1958.
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